
 
PEMERINTAH KABUPATEN  KULON PROGO 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR  4  TAHUN 2012 

 
TENTANG  

 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KULON PROGO, 

 

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab 

dalam memberikan layanan dasar salah satunya adalah 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat;  

 b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan 

mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, 

perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk 

pembayaran retribusi; 

 c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang   

Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan 

merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang 

dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk 

memberikan kontribusi terhadap biaya pelayanan 

kesehatan; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18   

Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk 

Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo 

dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama 

Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1951 Nomor 101); 

 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4431); 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 

 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 
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 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah 

Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang 

Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima 

Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta 

Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3457); 

 9. Keputusan   Menteri   Kesehatan Nomor 

128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar 

Pusat Kesehatan Masyarakat; 

 10. Keputusan   Menteri   Kesehatan Nomor 

1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar 

Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota; 

 11. Keputusan   Menteri   Kesehatan Nomor 

521/MENKES/SK/IV/2007 tentang Harga Dasar Obat; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KULON PROGO 

dan 

BUPATI KULON PROGO 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan       : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 

PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON 

PROGO. 
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BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kulon   Progo. 

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang 

selanjutnya disebut UPTD Dinas Kesehatan adalah 

UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo yang 

meliputi UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium 

Kesehatan. 

6. Pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas adalah 

segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh 

tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di 

Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam 

rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, 

perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari 

sakit dan akibat-akibatnya. 

7. Pelayanan kesehatan pada UPTD Laboratorium 

Kesehatan adalah bentuk kegiatan pemeriksaan 

terhadap sampel lingkungan dan makanan meliputi 

pemeriksaan kimia, toksikologi, mikrobiologi serta 

pemeriksaan lainnya. 

8. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk 

kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain : 

laboratorium klinik, USG, dan EKG untuk menunjang 

diagnosa penyakit sebagai salah satu upaya 

peningkatan kesehatan masyarakat. 
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9. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka 

memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi 

gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, 

kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain. 

10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap 

pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan 

observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, 

dan pelayanan kesehatan lainnya. 

11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap 

pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan 

observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, 

dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di 

Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya. 

12. Pelayanan tindakan medik adalah tindakan dengan 

atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan 

umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan. 

13. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan 

kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi. 

14. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang 

diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan 

pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi 

rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi 

wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial 

medik dan rehabilitasi lainnya. 

15. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi 

kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, 

pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, 

evaluasi, penyebaran informasi serta pengawasan 

kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai. 

16. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan 

pengadaan makanan untuk pasien, petugas di ruang 

rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian 

dan pengembangan gizi terapan. 

17. Visum et repertum adalah laporan hasil pemeriksaan 

kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik 

terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga 

hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 


